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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan
Sistem Multipartai di Indonesia™. Tulisan ini dilatar belakangi oleh konteks sistem
ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945. Namun, disisi lain konstitusi juga mengkhendaki adanya sistem
kepartaian yang multipartai. Hal ini kemudian yang menjadi masalah dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia karena sistem presidensial tidak dapat berjalan efektif
dengan partai politik yang multipartai di parlemen (DPR). Masalah ini kemudian
mendorong pembentuk undang-undang membuat suatu instrumen hukum yang
demokratis dan konstitusional sebagai upaya dalam penyederhanaan sistem
multipartai, salah satunya dengan menggunakan ambang batas parlemen
(parliamentary threshold). Oleh karena itu, untuk lebih mempertajam maksud dari
ambang batas parlemen sendiri, maka diperlukan suatu dasar pertimbangan untuk
memahami  perlunya pengaturan parliamentary threshold dalam upaya
penyederhanaan sistem multipartai dan implikasinya terhadap eksistensi partai
politik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Dengan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Pembahasan skrispsi
ini untuk mengetahui dasar pertimbangan perlunya pengaturan parliamentary
threshold melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta implikasi
parliamentary threshold terhadap eksistensi partai politik di Indonesia.

Kata Kunci : ambang batas parlemen, multipariai, demokrasi konstitusionai

Pem bmg Pembantu,

Agus Ngadino, S.H.,, M.H
NIP, 156201311989%6310601 NIP. 198008072008011008

Laurel Heydir, M.A
NIP. 195811241988031001
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, pencarian jati diri demokrasi yang
ideal dalam mewujudkan partisipasi publik semakin digalakkan oleh banyak elemen-
elemen yang ada dalam masyarakat. Berbagai undang-undang bidang politik produk
Orde Baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta

penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya.

Banyak kebijakan dan aturan-aturan (UU) yang dibuat dan dihasilkan dengan
tujuan mewujudkan demokrasi. Adapun upaya pemerintah adalah: Pertama, meng-
amandemen UUD 1945, yaitu dengan menambah aturan-aturan yang jelas. Misalkan
ditetapkannya sistem pemerintahan menjadi Sistem Presidensial. Kedua, revitalisasi
Undang-Undang Politik. Ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud
realisasi revitalisasi beberapa Undang-Undang Politik dengan tujuan menentukan
utusan-utusan partai yang akan duduk dikursi parlemen dengan mempertimbangkan

kuota kursi, sehingga sistem presidensial yang diharapkan UUD 1945 terwujud.

Proses pemilu secara langsung merupakan konsekuensi dari kesepakatan untuk
menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dalam demokratisasi menuntut

adanya partisipasi publik secara langsung dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

! Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, him. 374



Termasuk mengenai banyaknya partai politik (multipartai) yang tidak lagi dibatasi.?
Pemberian kesempatan munculnya partai-partai baru yang pada gilirannya akan
menghasilkan sistem multipartai, merupakan respon terhadap luasnya tuntutan
masyarakat akan kebebasan politik.> Namun, ketika negara dalam konstitusinya mulai
memperkuat kekuasaan eksekutif dengan memberlakukan sistem presidensial dalam
UUD 1945, disisi lain justru membuka peluang tumbuhnya multipartai dan tentunya

hal ini kontradiktif dengan sistem presidensial.

Akibatnya, terlihat pada pemilu 1999, pemilihan umum pertama setelah Soeharto
lengser menjadi pemilihan umum yang sangat kompleks dan rumit.* Pemilihan umum
yang ditandai dengan perubahan sistem kepartaian, dari sistem multipartai sederhana
ke sistem multipartai yang ekstrim. Dengan berdirinya sekitar 181 partai politik,141
partai politik yang mendaftar untuk ikut pemilu, 48 partai politik yang berhasil lolos
verifikasi untuk ikut pemilu. Alhasil, ada 21 partai politik yang memperoleh kursi di
DPR.°> Namun tidak satupun yang meraih suara mayoritas sederhana (50%+1).
Akibatnya, pembentukan dan stabilitas pemerintahan kurun waktu 1999 sampai

dengan 2004 tidak ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan

2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1983, him. 160-161.

® Presiden B.J. Habibie dalam Sidang Paripurna DPR 5 Januari 1999 dengan agenda Keterangan
Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1999-2000.

* Agus Sutisna, Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi 1998,
dimuat pada Social Science Education Journal, Sosio Didaktika, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2015,
him. 168

® Andi Alfian Malaranggeng, Komisi Pemilihan Umum: Sebuah Dilema, dalam Muchlis Hamdi
(ed.) at. al., Kajian Pemilu 1999, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Jakarta, 1999,
him. 5.



kebijakan pemerintahan, kecuali negosiasi, konsesus, dan koalisi diantara kekuatan

partai politik di DPR.

Begitupun, pelembagaan pembatasan jumlah partai melaui perundang-undangan
pemilihan umum untuk pemilu tahun 2004, pemilu 2009 bahkan hingga pemilu 2014
terbukti belum cukup efektif untuk menekan jumlah partai pesserta pemilu maupun
jumlah partai di parlemen.® ditengah situasi sistem banyak partai, persebaran
perolehan suara hampir merata diantara partai politik sehingga tidak ada yang cukup
dominan untuk secara mandiri mengusulkan calon presiden dan wakil presiden
kecuali dilakukan koalisi dengan beberapa kepentingan antara lain:’ pertama, untuk
memenuhi syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat
mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; kedua, untuk memperoleh
dan memperluas basis dukungan dalam usaha memenangkan pemilu Presiden dan
Wakil Presiden; ketiga, untuk memperoleh dukungan partai di parlemen dalam
rangka menjalankan berbagai kebijakan pemerintahan negara. Jika hal itu tidak
dilakukan, besar kemungkinan Presiden dalam setiap mengambil kebijakan akan
menghadapi oposisi di parlemen sehingga berpotensi menimbulkan kebuntuan
(deadlock) yang menghambat atau memperlambat proses peneyelenggaraan

pemerintahan negara.

® Agus Sutisna, Op.Cit, him. 168
” Andi Alfian Malaranggeng, Op. Cit, him. 8.



Ada beberapa aspek perlunya pembatasan partai politik, yaitu:®pertama, dari segi
ekonomi, pembatasan partai politik menjadi wajib dilakukan melihat inefisiensi
pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun. Dana yang
dikeluarkan untuk momen akbar lima tahunan tersebut sangatlah besar. Hal ini yang
menjadi dasar pembatasan partai politik; kedua, dari segi sosial politik, dalam iklim
multipartai fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan, stabilisasi, akomodasi
aspirasi, partisipasi, dan rekrutmen belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun,
pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur
dalam aturan hukum; harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam
masyarakat demokratis; dan harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional

sesuai dengan kebutuhan sosial.’

Upaya penyederhanaan jumlah partai politik melalui syarat-syarat tertentu tanpa
mencederai demokrasi salah satunya yaitu menggunakan parliamentary threshold
dengan harapan agar penyederhanaan parpol dilakukan secara alamiah tanpa melalui

penyederhanaan dengan paksaan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Pemberlakuan ambang batas atau batas representasi perwakilan sangat
dimungkinkan dalam pemilihan umum. Artinya akan ada tingkatan dukungan

minimal yang diperlukan partai untuk memperoleh perwakilan. Penerapannya bisa

8 Erfandi, Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Malang:
Setara Press, 2014, him. 110-111.
® Ibid, him. 131.



secara legal (legal threshold) yaitu dicantumkan dalam undang-undang atau semata

de facto secara matematis (efektif).'

Nohlen' berpendapat terdapat empat kriteria dalam menentukan ambang batas.
Pertama, besaran persentase perolehan suara yang paling umum adalah 3% (Spanyol)
hingga 5% (Jerman), sementara persentase yang terendah diterapkan di Belanda,
yakni 0,5% dan negara yang paling tinggi menerapkan, yakni Turki sebesar 10%.
Kedua, ambang batas berdasarkan lokasi daerah pemilihan (Spanyol), atau diterapkan
secara nasional (Jerman) atau di dua tingkat daerah pemilihan (daerah dan nasional)
sebagaimana di Swedia. Ketiga, ambang batas didasarkan pada tahap awal sebelum
perhitungan perolehan kursi atau berdasar tahap penghitungan kursi. Keempat,

ambang batas dengan obyek partai atau koalisi partai.

Kemunculan parliamentary threshold sejatinya merupakan suatu upaya yang
dilakukan pemerintah maupun DPR untuk menyederhanakan partai politik dalam
rangka mencapai efisiensi partisipasi partai politik dalam pemerintahan. Seperti yang
tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, untuk mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019

nanti.

0 Harun Husein, Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret keterbukaan dan Partisipasi Publik
Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR,
DPD, DPRD, (Jakarta:Perludem, 2013), him. 116

' Nohlen dalam Didik Supriyanto dan August Mellaz, Ambang Batas Perwakilan,
(Jakarta:Perludem, 2011), him. 19.



Parliamentary Threshold (PT)di Indonesia mulai diberlakukan pada pemilu
2009, yaitu dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan

bahwa:

“Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan
suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah suara
sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan Kkursi
DPR.”lZ

Hasilnya, ada 9 partai politik yang akhirnya berhak untuk memperoleh kursi
DPR dari 38 partai politik peserta pemilu. Kesembilan partai politik tersebut adalah
Partai Demokrat (20,85%), Partai Golkar (14,45%), PDIP (14,03%), PKS (7,88%),
PAN (6,01%), PPP (5,32%), PKB (4,94%), Partai Gerindra (4,46%), dan Partai
Hanura (3,77%)."*Dari sini dapat dilihat, bahwa parliamentary threshold memang
dibutuhkan dalam standard tinggi untuk menjamin pemerintahan berjalan dengan

lancar dan juga agar ada penyatuan ideologi yang mirip ataupun yang sama.

Pada pemilu legislatif 2014, diberlakukan UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk mengganti Undang-Undang Pemilu
legislatif sebelumnya dengan merubah beberapa materi yang dianggap kurang efisien.
Salah satunya adalah materi mengenai ambang batas parlemen (parliamentary

threshold). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 208 yang menyatakan bahwa:

2Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

3 Nazaruddin,"kebijakan multipartai sederhana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum,”
dimuat pada Jurnal Konstitusi, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara
Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2009, him. 30.



“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan
suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara
sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan Kkursi
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”14

Ketentuan parliamentary threshold ini lebih berat dengan merubah angka
ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari semula 2,5% menjadi 3,5%
suara sah nasional agar partai politik tersebut dapat ikut dalam proses penghitungan
perolehan kursi di DPR. Ketentuan ini pernah diajukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi setelah di gugat oleh 14 partai politik, yang mana Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 menetapkan ambang batas 3,5% tersebut
hanya berlaku untuk penghitungan perolehan kursi DPR dan ditiadakan untuk

penghitungan perolehan kursi DPRD."

Jika pada pemilu 2009 lalu dengan angka 2,5% berhasil menempatkan 9 partai
politik peserta pemilu duduk di DPR, maka pada pemilu 2014, dengan angka
partliamentary threshold 3,5% justru menempatkan 10 partai politik peserta pemilu
untuk duduk di kursi DPR. Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi ketidaksesuaian
antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Melalui Undang-Undang Pemilu Legislatif,
sebenarnya diarahkan akan terbentuknya sebuah sistem kepartaian multipartai

sederhana dan bukan multipartai ekstrem.’® Tetapi kenyataannya adalah

% Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

15 www.cnnindonesia.com/nasional/20170606144610-32-219807/lobi-ambang-batas-parlemen-
mengerucut-di-angka-4-persen/diakses pada Senin, 5 Desember 2017, Pukul 08:17 WIB.

'®Indra Pahlevi, Hasil Pemilu Anggota DPR RITahun 2014 dan Penerapan Parliamentary
Threshold, Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini, P3DI Sekertariat Jenderal DPR RI, VVol. 6 Nomor
9 Tahun 2014, him. 17.


http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170606144610-32-219807/lobi-ambang-batas-parlemen-mengerucut-di-angka-4-persen/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170606144610-32-219807/lobi-ambang-batas-parlemen-mengerucut-di-angka-4-persen/

pemberlakuan angka ambang batas tersebut tidak serta merta menghasilkan sistem

multipartai sederhana sebagaimana yang diharapkan.*’

Hal ini mengindikasikan, bahwa instrumen parliamentary threshold dalam upaya
melahirkan sistem multipartai sederhana adalah tidak berhasil atau dapat dikatakan
belum efektif mencapai tujuan menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana.
Sedangkan, untuk menyongsong pemilihan umum 2019 berdasarkan Putusan MK No.
14/PUU-XI1/2013 memutuskan bahwa pemilihan umum presiden/wakil presiden
dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan umum anggota legislatif
serta penyelenggaraannya diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang baru setelah

disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 sendiri ketentuan parliamentary threshold
dinyatakan dalam pasal 414 ayat (1) dengan angka ambang batas parlemen sebesar
4% naik 0,5% dari angka ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya. Dengan
dinaikkan ketentuan parliamentary threshold diyakini beberapa pihak sebagai upaya
positif penyederhanaan partai politik, namun di sisi lain yang menjadi problemnya
adalah terdapat sekian suara terbuang dan tidak terwakili,*® sehingga berpengaruh
terhadap hak-hak warga negara serta keberadaan partai politik nantinya yang tidak

memenuhi ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Hal ini

17 H
Ibid.
¥ Yogo Pamungkas, Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap UUD 1945,
Jurnal Recht s Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional,Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2014, him. 35.



berdampak terhadap kualitas demokrasi pada pelaksanaan pemilihan umum di

periode-periode berikutnya.

Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang tepat tentang persentase angka ambang
batas parlemen. Diamana pada satu sisi dapat secara signifikan mengurangi jumlah
partai namun pada sisi lain tidak menambah disproporsionalitas suara, sehingga
kualitas demokrasi dapat tetap terjaga dalam pemilihan umum.'® Instrumen
parliamentary threshold juga jangan hanya sebagai upaya pragmatis dalam upaya
menyederhanakan partai politik tanpa didahului adanya penataan grand design sistem

politik terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut
mengenai berbagai permasalahan sebagai konsekuensi dengan adanya parliamentary
threshold yang berdampak langsung terhadap sistem multipartai di Indonesia, yang
hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan menggunakan judul Parliamentary

Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem Multipartai di Indonesia

¥ Ibid.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penetapan ambang batas parlemen

(parliamentary threshold)?

2. Bagaimana implikasi penyederhanaan sistem multipartai menggunakan

parliamentary threshold terhadap eksistensi partai politik?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka tujuan

penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan penetapan Parliamentary

Threshold.

2. Untuk mengetahui implikasipenyederhanaan sistem multipartai menggunakan

parliamentary threshold terhadap eksistensi partai politik.

1.4. Kegunaan Penulisan

Penulisan yang dilakukan ini harapannya dapat memberikan dampak yang baik
bagi dunia pendidikan di bidang hukum secara umum. Secara khusus penulis

mengharapkan tulisan ini dapat memberikan dampak sebagai berikut:
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1. Secara Teoritis;

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
kepada para pembaca, baik itu kepada para akademisi, mahasiswa, khususnya
yang menggeluti bidang hukum. Selain itu, diharapkan juga bergunabagi siapa
saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam rangka
ingin mengetahui dasar pertimbangan penetapan ambang batas parlemen
(parliamentary threshold) serta implikasi implikasi penyederhanaan sistem
multipartai menggunakan parliamentary threshold untuk eksistensi partai
politik di Indonesia. Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap untuk dapat
menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum,

khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis;

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wacana
ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum tata negara serta
menjadi bahan masukan bagi para praktisi politik, aktor politik non-partisan,
maupun pengamat politik yang memiliki perhatian dan kepentingan mengenai
penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam

penyederhanaan partai politik.
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1.5. Kerangka Konseptual
1.5.1. Negara Hukum dan Demokrasi

Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum
adalah pada masa Yunani kuno yang dikemukakan oleh Plato®® ketika
mengintroduksi konsep nomoi.?" Beliau mengemukakan bahwa penyelenggaraan
negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.
Adapun konsep negara hukum Anglo-Saxon Rule of Law dipelopori oleh AV .

Dicey, Menurut A.V. Dicey,*

menekankan pada tiga tolak ukur: 1) supremasi
hukum (supremacy of law); 2) persamaan dihadapan hukum (equality before the
law); 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution

based on individual rights).

Menurut Mukthie Fadjar,?® pengertian negara hukum dihubungkan dengan
organisasi intern dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan
penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus
dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum pada hakikatnya adalah

2 plato dilahirkan tanggal 29 Mei 429 SM di Athena. Beliau banyak menghasilkan karya dalam
bidang filsafat, politik, dan hukum. Di antara karyanya yang termasyhur adalah Politeia (tentang
negara), Politicos (tentang ahli negara), dan Nomoi (tentang undang-undang)

2! Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, him. 3

22 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari
Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan
Bintang,1992, him.67.

% Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, 2005),
him. 7.
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negara yang menolak kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya
mendasarkan pada hukum yang adil dan demokratis, dimana kekuasaan negara

didalamnya, harus tunduk pada aturan main.

Dalam praktik “negara hukum yang demokratis” idealnya rakyat harus
bersikap partisipasi, representasi, dan pengawasan terhadap proses pemerintahan.
Untuk menjalankan itu rakyat harus memiliki kebebasan, kemerdekaan, dan hak
yang dilindungi dan maupun diatur oleh hukum agar mempunyai kemampuan

mengontrol jika ada kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

Berkaitan dengan hal itu secara terminologis, arti demokrasi menurut
Joseph A. Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi merupakan perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu
memperoleh kekuasaan dengan cara perjuangan yang kompetitif atas suara
rakyat.>*Affan Ghaffar,”> memakai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama,
pemaknaan secara normatif yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan
oleh sebuah negara. Kedua, demokrasi empirik, yaitu demokrasi dalam

perwujudannnya pada dunia politik praktis.

Jika demokrasi dikaitkan dengan organisasi negara, apabila dilihat dari

sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh

2 Zubakhrum Tjenreng, Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia, Depok:
Pustaka Kemang, 2016, him. 28.

> Affan Ghaffar, “Demokrasi Politik”,” Makalah, Seminar “Perkembangan Demokrasi di
Indonesia Sejak 1945, (Jakarta: Widyagraha LIPPI, 1993), him. 2.
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rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan
rakyat. Bryan D. Jones dalam bukunya Goverming Buildings and Building
Goverment®® lebih tegas mengatakan, bahwa demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan

rakyat, persamaan politik, musyawarah rakyat, dan kekuasaan mayoritas.

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat,
maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan
itu dengan cara menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-
undang yang mengikat seluruh rakyat. Badan legislatif di negara-negara demokrasi
disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan
pemerintah bertanggung jawab kepadannya. Untuk meminjam perumusan C. F.
Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu negara hukum demokrasi, yaitu,
representasi, partisipasi, dan tanggung jawab.?’ Sehingga, diperlukan mekanisme
parliamentary threshold dalam rangka menjalankan tiga unsur tersebut untuk

menciptakan efektifitas kinerja pemerintahan.

% Bryan D. Jones, Goverming Buildings and Building Goverment (1985:5) dalam M. Rusli
Karim, Pemilu Demokrasi Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, him. 12.
%" Strong, Modern Political Constitutions, dikutip dalam Miriam Budiardjo, Op. Cit, him. 316.
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1.5.2. Parlemen dan Partai Politik

Menurut Jimly Asshiddigie,”® secara umum ada tiga prinsip perwakilan

yang dikenal di dunia, yaitu:
a. representasi politik (political representation)
b. representasi territorial (territorial representation)
c. representasi fungsional (fungsional representation)

Dalam perkembangan negara modern sekarang ini, kekuasaan membuat
undang-undang adalah salah satu dari tugas lembaga perwakilan rakyat.
Dalam suatu negara, lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan
membentuk  undang-undang  (legislatif) juga biasa disebut dengan
parlemen.Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat,
yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya
pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda di tiap negara. Oleh karena itu,

keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan dua hal yang saling terkait.®

Kata “Parlemen” berasal dari bahasa latin parliamentum atau bahasa
perancis parler, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para

wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting

%8 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP
Kelompok Gramedia, 2007, him. 154.

2T A. Legowo, Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah,
dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Jakarta: Komisi Hukum Nasional
RI, 2008, him. 219.
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bagi rakyat.*® Parlemen berkembang seiring dengan perkembangan negara-negara
demokrasi modern yang bermunculan sebagai negara bangsa (nation state),

terutama pada abad 19 setelah masa kolonialisme.®

Pengisian keanggotaan parlemen di berbagai negara dilakukan
menggunakan sistem pemilihan yang berbeda-beda. Pertama, ada yang
menggunakan sistem distrik, yaitu satu wakil untuk satu daerah pemilihan. Kedua,
menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang dengan jumlah
penduduk pada daerah bersangkutan. Selain itu, sistem parlemen yang dianut tiap
negara di dunia juga berbeda-beda, tergantung kondisi sosial budaya, sistem nilai

yang dianut, serta kondisi masyarakat dalam suatu negara.

Bangunan sistem parlemen suatu negara diatur dalam konstitusinya.*® Ada
kamar yang menerapkan sistem parlemen satu kamar (unikameral), ada yang
menerapkan sistem dua kamar (bikameral). Sistem parlemen satu kamar biasanya
dianut oleh negara berbentuk kesatuan, sedangkan sistem parlemen dua kamar
dianut oleh negara yang berbentuk federal. Namun, tidak selamanya bentuk negara
sesuai dengan sistem parlemen yang dianut, karena masing-masing negara

mempunyai variannya sendiri. Seperti, Indonesia yang bentuk negaranya kesatuan

% Muchammad Ali Syafa'at, Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat,
Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, Cetakan Pertama, Juni 2010, Malang,
Universitas Brawijaya Press (UB Press), him. 24.

*" Ibid., him.28

%2 Laode Ida, 2008, Menegaskan Posisi Dewan Perwakilan Daerah, dalam Gagasan Amandemen
UUD 1945 Suatu Rekomendasi,Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, him. 260.
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dan sistem parlemenya bikameral. Tipe sistem yang dipilih tergantung pada

keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. **

Pasca reformasi konstitusi Indonesia di amandemen sesuai dengan tuntutan
reformasi. Sehingga, melahirkan paradigma check and balances antara lembaga
negara yang tujuannya agar kekuasaan tidak berada di satu tangan seperti di masa
Orde Baru. Lembaga perwakilan adalah cara yang sangat praktis untuk
memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-
orang yang menjalankan tugas kenegaraan.** Disamping itu, Aktor utama dalam
demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan
pemerintah adalah partai politik (parpol),®*® terutama dalam level demokrasi
elektoral (electoral democracy) dan demokrasi politik (political democracy).

Keduanya mencerminkan demokrasi perwakilan (representation democracy).

Menurut Koentjoro Poerbopranoto, fungsi parpol ada dua: pertama, fungsi
parpol terhadap masyarakat, yakni: (a) mempengaruhi dan membentuk pendapat
umum dan (b) memperoleh hasil pemilihan umum. Kedua, fungsi parpol terhadap

jalannya kenegaraan, yakni: (a) terhadap badan-badan perwakilan dan (b) terhadap

% Dahlan Thaib, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga
UUD 1945), Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara
Universitas Islam Indonesia (UIl) Y ogyakarta, tanggal 4 Mei 2002, him. 20.

3 Abu Daud Busroh, llmu Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, him. 143,

% A. Mukthie Fadjar, Parpol Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Malang:
In-TRANS Publishing, 2008, him. 16-17.
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jalannya pemerintahan.® Di Indonesia, berdasarkan keragaman masyarakat dan
sistem hukum nasional, partai politik bisa digolongkan menjadi 4 kelompok
yaitu:¥’ Partai politik masyarakat; Partai politik berbadan hukum; Partai politik
peserta pemilu; dan Partai politik parlemen. Jika berpedoman pada keempat
golongan partai politik tersebut, maka partai politik yang paling bertanggung
jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif adalah partai politik di
parlemen. Hal ini dikarenakan partai politik parlemen nanti yang bertanggung
jawab menjalankan fungsi legislasi dan melakukan mekanisme check and balances

dengan eksekutif.

Oleh sebab itu, lembaga perwakilan, partai politik dan pemilihan umum
merupakan suatu kesatuan. Aktivitas partai politik seperti memperjuangkan
program-programnya, menyampaikan aspirasi-aspirasi yang diwakilinya
diselenggarakan dalam lembaga perwakilan dan umumnya anggota-anggota

perwakilan rakyat terdiri dari orang-orang partai politik.
1.5.3. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

Secara garis besar,parliamentary threshold berarti batasan tertentu dari
sekumpulan orang yang terpilih untuk dapat membuat dan merubah hukum dari

suatu negara. Menurut August Mellaz, parliamentary threshold, yakni ambang

% Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung: PT Eresco, 1987,
him. 50.

¥ Didik Supriyanto dan August Mellaz, Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh
Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas
Hasil Pemilu. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2011. him 34.
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batas (Syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan
wakilnya ke lembaga perwakilan.®® Syarat ini biasanya dinyatakan dengan
persentase perolehan suara sah atau di beberapa negara bisa dinyatakan dalam

bentuk perolehan minimal kursi.

Kebijakan terkait parliamentary threshold juga bisa digunakan sebagai
ukuran untuk menentukan kondisi demokrasi disuatu negara. Terdapat dua
karakter negara demokrasi, yaitu negara demokrasi transisi, terutama yang sedang
bergerak dari situasi dan gejolak konflik yang mendalam, biasanya lebih
memerlukan Kketerikatan antara semua pihak, dan dibutuhkan parliamentary
threshold yang lebih rendah bagi partai peserta pemilu untuk menyuarakan
aspirasinya. Sementara untuk negara demokrasi mapan, biasanya lebih memilih

parliamentary threshold yang lebih tinggi.*®

Di Indonesia sendiri, Parliamentary Threshold, mulai diberlakukan
khususnya pada pemilu 2009 sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).

Selanjutnya, untuk pemilu 2014, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5%

% August Mellaz, Ambang Batas Tanpa Batas : Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5% Persen
Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilu  (online), Perkumpulan  Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem),
http://rumahpemilu.org (08 Agustus 2017), 2012.

% Ben Reilly dan Andrew Reynolds, 1998, Electoral System, Sistem Pemilu, Terjemahan oleh
Tim IFES Indonesia, 2001, Jakarta, IFES Indonesia, him. 16.



20

(tiga koma lima persen) dan tidak berlaku secara nasional.*® Undang-undang
tersebut tidak menjelaskan secara implisit definisi mengenai ambang batas
parlemen. Namun, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan besaran angka
ambang batas parlemen yang harus dicapai oleh partai politik peserta pemilu agar
bisa menempatkan wakilnya di DPR. Dengan demikian, bisa disebut bahwa
Indonesia menganut ambang batas formal dan legal. Artinya, besaran ambang
batas yang diterapkan di Indonesia tertuang dalam produk perundang-undangan

yang berlaku.

Dari segi fungsi dan kegunaanya, penerapan parliamentary thereshold (PT)
ini merupakan salah satu cara untuk menciutkan jumlah partai politik di lembaga
perwakilan.** Pada saat bersamaan, penyederhanaan partai melalui parliamentary
threshold juga akan membantu membangun stabilitas pemerintahan.** Hal ini
disebabkan, partai politik seringkali menjadi penyebab terjadinya ketidakefektifan
kenierja antara eksekutif dan legislatif. Terlebih pasca reformasi, jumlah partai

politik berkembang pesat. Dengan dalih, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan

0 Berdasarkan penjelasan pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa, Partai Politik Peserta
Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma
lima persen) dari jumlah suara sah secara nasiona | untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, ketentuan tersebut berubah
sesuai dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa ambang batas
parlemen tidak berlaku secara nasional.

* pipit Rochijat Kartawidjaja dan Sidik Pramono, Akal-akalan Daerah Pemilihan, (Jakarta:
Perludem, 2007), him. 99.

*2 Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Tekni, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar,2008), him. 150.
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berserikat.*> Namun, tidak serta merta juga menyalahkan semua partai politik
sebagai penyebab kekacauan dan menurunya Kkinerja pemerintahan, karena

faktanya tidak semua partai politik duduk di dalam struktur pemerintahan.

Selain itu, pemerintahan yang stabil perlu partisipasi masyarakat dalam
proses pemilihan umum. Sebab pemilihan umum memiliki fungsi utama untuk
menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar dikhendaki oleh rakyat sebagai
sarana untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, pemerintahan yang legitimate
harus mampu menyelenggarakan kedaulatan rakyat, dan mampu menegakkan

pelaksanaan demokrasi.
1.6. Metode Penelitian
1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya
pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder.** Sebagaimana
Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

* Tertuang dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, yang menyebutkan, “Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.”

* Johnny lbrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia
Publishing, 2008, him. 32
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perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).*®
Jenis penelitian normatif ini termasuk kedalam penelitian terhadap sistematika
hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok
atau dasar dalam hukum diantaranya hak dan kewajiban, peristiwa hukum,
hubungan hukum, dan objek hukum dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang berlaku.*®
1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
objek penelitian yaitu Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem
Multipartai di Indonesia.*’ Demikian juga hukum dalam pelaksanaanya di

dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.
1.6.3. Pendekatan Penelitian

Maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai

berikut:

** Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010, him. 34.

*¢ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him. 13

#7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Ed. 1 Cet.5, 2014, him. 106
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a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi
penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan
membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi
dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang
lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau
antara regulasi dan undang-undang.”® Metode pendekatan Undang-
Undang diperlukan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa
ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam
pemilu legislatif di Indonesia dalam kaitannya melakukan
penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia dan beberapa undang-

undang terkait.
b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang
apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu yang akan dihadapi.
Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang
ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang

sedang dipelajari yaitu dalam hal ini berkaitan dengan ambang batas

*8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. Revisi, 2005,

him. 133
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parlemen dalam pemilu legislatif dan kaitannya dengan penyederhanaan
sistem multipartai di Indonesia dari waktu ke waktu terhadap pelaksanaan
demokrasi.** Disamping itu, Pendekatan ini membantu memahami
perubahan dan perkembangan filosofi, sosiologis, dan yuridis yang

melandasi aturan hukum tersebut.
c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang bertolak dari
beberapa doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Salah satu fungsi konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik
perhatian dari sudut pandang praktisi hukum dan sudut pandang dalam
pikiran serta atribut-atribut tertentu yang berkaitan dengan penelitian.*
Dengan menggunakan pendekatan ini dalam ilmu hukum, maka akan
dapat menemukan suatu ide untuk melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan
dengan dasar pertimbangan parliamentary threshold yang tujuannya

untuk penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia.
1.6.4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

“Ibid, him. 134.
% Johnny Ibrahim, Op. Cit, him. 306
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a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
maksudnya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.>*
Bahan-bahan hukum yang digunakan, diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD.

5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum.
6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012.
7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-X1/2013.

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Dengan demikian, bahan hukum skunder

adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

5! peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him. 181
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dokumen-dokumen resmi sebagai penunjang data yang berkaitan dengan
parliamentary threshold dan penyederhanaan sistem multipratai di

Indonesia.>® Publikasi tentang hukum meliputi:
1. Buku Teks

2. Jurnal Hukum

3. Komentar-Komentar atas Putusan Pengadilan

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan skunder. Seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.®
1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum
normatif, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum
tersier. Teknik yang digunakan untuk memperoleh ketiga bahan hukum itu
dilakukan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan menelaah
data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, dan refrensi lainnya
maupun dibantu dengan sarana internet terkait dengan judul skripsi yang akan

diangkat.

*|bid.
>>Zainuddin Ali, Op. Cit, him. 24
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Pengumpulan bahan yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan
membuat catatan-catatan, mengklasifikasikan dan mengkaji peraturan
perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya
sebagaimana yang telah dikumpulkan berdasarkan permasalahan dalam
penelitian ini yang tujuannya mendapatkan bahan dan kajian teoritis sehingga

dapat dikerjakan secara komperehensif.
1.6.6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara
penelitian yang menghasilkan bahan hukum yang bersifat deskriptif analitis,
yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif mengenai suatu kegiatan yang
dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang
dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi

obyek kajian.>*
1.6.7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam karya tulis ini dilakukan menggunakan
metode deduktif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan

*Ibid, him. 107
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yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.>® Selanjutnya bahan hukum yang
sudah dianalisis kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur parliamentary threshold, sehingga dapat
membuka pikiran atau menjadi acuan untuk memberikan solusi bagaimana seha
-rusnya ketentuan hukum tersebut dapat menjamin pelaksanaan demkorasi di

Indonesia dengan baik.

% Johnny Ibrahim, Op.Cit, him. 393.
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